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Dari Redaksi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Isu hukum kian berkembang seiring dengan kegiatan manusia yang dinamis. Jurnal Hukum 1US QUIA IUSTUM
pada Edisi No. 2 Volume 30 Mei 2023 menyajikan berbagai artikel menarik yang aktual dan kontestual. Diawali
dengan kajian oleh Muhammad Ihsan Firdaus yang membahas Metode Omnibus Law. la menganalisis bahwa studi
perbandingan penggunaan metode omnibus law antar negara memiliki alasan hukum yang berbeda-beda dan
penerapan Omnibus Law di Indonesia melalui UU No. 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah dicabut
dengan Perppu No. 2 Tahun 2022 tidak mencerminkan tujuan hukum. Bergeser pada isu lingkungan, Melisa Ayu
Azhara dan Siti Ruhama Mardhatillah mengkaji berkaitan dengan Partipasi Publik dalam Penyusunan Dokumen
Analisis Dampak Lingkungan Pasca Berlakunya Undang-Undang/Perpu Cipta Kerja. Hasil penelitiannya menjelaskan
bahwa Pasal 26, Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 63 ayat (1) UU Cipta Kerja mengurangi aspek partipasi
publik yang sebelumnya diatur cukup baik dalam UU PPLH.

UU Cipta Kerja menjadi salah satu undang-undang yang banyak dikritisi oleh para ilmuan, peneliti, akademisi,
maupun praktisi. Syafriadi juga menganalisis Perubahan Kedua Undang-Undang Pembentukan Peratran Perundang-
Undangan (UU P3) yang mengakomodasi metode omnibus law dengan memberikan kesimpulan bahwa metode
omnibus law yang diakomodasi ke dalam Revisi Kedua UU P3 menjadi landasan yuridis untuk memperbaiki UU Cipta
Kerja, baik perubahan formil maupun materiil. Gagasan segar selanjutnya disajikan oleh Rahadian Diffaul Barraq
Suwartono yang mengkaji berkaitan “Mencermati Kewenangan Daerah untuk Melakukan Hubungan Luar Negeri:
Batasan Kewenangan dan Keabsashannya”. la menyimpulkan bahwa menurut hukum internasional, tindakan
hubungan luar negeri oleh daerah juga dianggap sah dengan mengacu pada hukum kebiasaan internasional,
perjanjian yang telah dibuat, dan adanya tanggungjawab negara atas tindakan hubungan luar negeri oleh daerah.

Selain beberapa artikel di atas, terdapat berbagai artikel menarik lainnya. Artikel penelitian Gemilang Nur
Mahardika mengangkat isu tentang “Space War the Regressive Development of the Priciple of Common Heritage of
Humankid: Legal vs. Technological Weapons®. Ada juga artikel yang menganalisis Konsepsi Pendidikan sebagai Hak
Konstitusional sebagaimana ditulis oleh I.D.G. Palguna dan Bima Kumara Dwi Atmaja. Kemudian, artikel ketujuh
disajikan oleh Yana Surayana, Yulia Kurniyati, Aroma Elmina Martha yang menemukan model ideal atas perlindungan
hak pendidikan bagi anak yang bekerja melalui circle of protection. Muhammad April, dkk membahas berkaitan
“Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali”;
Danang Wahyu Muhammad, dkk yang meneliti tentang “Pencantuman Label Alergen dalam Pelabelan Produk Pangan
sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen”; dan tulisan terakhir ditulis oleh Victor Apriano R dan Fransiskus Saverius
tentang “Rekonstuksi Pasal 119 Huruf b UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Berbasis Utilitarisme”.

Akhir kata, kami berharap agar edisi ini dapat memberi perluasan wawasan dan manfaat yang luas pada masa
mendatang, Kami juga berterimakasih kepada Mitra Bestari yang telah dengan cermat dan amat baik menelaah dan
memberi catatan untuk tulisan-tulisan dalam penerbitan edisi kali ini. Tidak lupa, kami mengapresiasi setinggi-
tingginya setiap penulis yang terlibat.

Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Redaksi



